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ABSTRAK 

NAMA  :  SULASTRI 

NIM  :  15.3.12.0133 

JUDUL :  TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP 

PENYALURAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN 

BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DI DESA 

OGOGASANG KECAMATAN DONDO KABUPATEN 

TOLOTOLI)  

  

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana 
Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa 
Ogogasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)”  peneliti tertarik melakukan 
penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana  mekanisme penyaluran Dana 
Desa Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ogogasang dan 
Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadpp Penyaluran Dana Desa. Adapun 
tujuan peneliti untuk mengetahui seberapa besar peran Dana Desa dalam 
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Tinjau dari Ekonomi Islam.  

Metode penelitian  yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 

Lokasi penelitian adalah Desa Ogogasang Jl.Trans Sulawesi Kecamatan Dondo 

Kabupaten Tolitili  Sumber Data  yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini pada  Penyalurn Dana 

Desa Dalam Pengembangan BUMDES adalah dengan cara observasi , wawancara 

dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, verifikasi data. 

Pengecekan keabsahan data penelitian ini dengan cara meneliti kembali untuk 

mendapatkan data yang benar-benar valid yang menghubungkan dengan pendapat 

teori yang ada untuk dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, praktek atau mekanisme penyaluran 

dana desa di desa ogogasang sudah berjalan dengan semestinya anggaran yang di 

peruntukan untuk untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sudah 

terelisasikan dengan baik, dengan adanya pembangunan jalan produksi dan 

permodalan terhadap BUMDES dengan tujuan mencapai tingkat kesejahteraan 

masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial.    .  

Jika ditinjau dalam mekanisme penyaluran dana desa sudah sesuai dengan 

Tinjauan ekonomi islam dan prinsip ekonomi dimana tujuan dari penyaluran Dana 

Desa sangat singkron dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mana tujuan 

utama diadakannya penyaluran Dana Desa ini untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan sosial yang  mana merupakan 

Prinisip-prinsip ekonomi Islam. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Ekonomi Islam dapat dipahami sebagaimana dikutip dari beberapa 

pendapat. Menurut Abdul Manan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial 

yang memepelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-

nilai Islam. Sedangkan menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan 

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi 

dan distribusi sumber daya yang terbatas sumber daya yang terbatas yang berada 

dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan 

individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan ketidak 

seimbangan lingkungan.
1
 

 Selain itu ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku 

ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan 

didasari tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
2
 

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya.
3
 

Firman Allah SWT. Dalam Surah At-Taubah (09) : 105. 

 

                       

                      

Terjemahnya 

  "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin 

 akan melihat  pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada  

                                                             
 

1
Yuliani, Konsep Strategi ekonomis Syariah Terhadap Isu Kemsikinan, Jurnal (Tulung 

Agung: STKIP PGRI Tulung Agung).137 

 
2
Fauza Amar,Ekonomi Islam, (jakarta:UHAMKA PERS,2016).5 

 



2 
 

 
 

 (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

 diberitakanya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
4
 

  Sebagaimana telah dikatakan dalam pengertian ekonomi Islam bahwa 

ekonomi Islam merupakan realisasi kebahagian manusia melalui alokasi dan 

distribusi. Bagaimana perilaku manusia dalam melakukan distribusi yang adil 

sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. 

   Definisi distribusi dalam ekonomi Islam sendiri merupakan Konsep 

keadilan dalam menyalurkan suatu barang dan jasa kepada setiap lapisan 

masyarakat, dengan tujuan dapat mensejahtrakan ummat.  

 Sejalan dengan itu satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk 

membangun daerah pedesaanan dengan cara menyalurkan Dana Desa  yang di 

harapkan dapat memberdayaan  masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan 

fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan 

memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta 

mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa. 

5
 

  Pembangunan daerah pedesaan tidak terlepas dari prinsip keadialan 

pemerataan yang mana pemerataan ini dapat diwujudkan dengan terealisasikan 

dengan baik penyaluran Dana Desa kepada masyarakat yang mana penyaluran 

Dana Desa memang diperuntukan untuk bidang pembangunan desa dan bidang 

pemberdayaan masyarakat.
6
 

  Selanjutnya, dengan itu prinsip keadilan merupakan salah satu 

prinsip Ekonomi Islam yng mana tujuan dari keadilan ini adalah mewujudkan 

                                                             
 

4
Kementrian Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid, (Kiara 

Condong Bandung:PT  Sigma Examedia Arkanleema). 

 
5
Kemenkeu, buku pintar dana desa 2018.37 

 
6
Ibid.38 
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kedilan pemerataan pembangunan di desa ogogasang dan sesaui dengan ajaran 

Islam. 

   Penyaluran Dana Desa sendiri telah ada semenjak Tahun 2015 yang 

mana Dana Desa berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa dalam bidang 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan menjadi hal penting bagi 

pembangunan wilayah pedesaan dan perekenomian desa.Walaupun Dana Desa 

sendiri telah ada pada tahun 2015 namun di desa ogogasng sendiri Dana Desa 

baru terealisasikan pada Tahun 2016. 

 Penyaluran Dana Desa sendiri diperuntukan untuk seluruh wilayah 

pedesaan di Indonesia, tidak terkecuali juga desa ogogasang yang mana 

penyaluran dana desa ogogasang menjadi salah satu hal yang terpenting karena 

peruntukan Dana Desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyrakat 

sangat dibutuhkan masyarakat. 

 Dana Desa telah ada sejak Tahun 2015 yang mana Dana Desa pada Tahun 

2015-2016 belum memiliki penyertaan modal BUMDES masih terfokus pada 

pembangunan sarana dan prasarana desa maka dari itu peneliti hanya terfokus 

pada Penyaluran Dana Desa Tahun 2017-2018 yang mana peruntukan Dana Desa 

pada tahun ini terdapat peruntukan untuk pemberdayaan masyrakat, yang mana 

dalam bidang ini terdapat  pernyataan modal Badan Usaha Milik Desa dengan 

nama lain BUMDES. 

 BUMDES Ogogasang sendiri merupakan usaha desa yang bertujuan untuk 

membangun perekonomian Desa Ogogasang BUMDES ogogasang sendiri sudah 

ada pada Tahun 2017 namun berjalnya BUMDES ogogasang pada Tahun 2018. 

Dari latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Tinjauan Ekonomi Islam 

Terhadap Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik 
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Desa (Studi Kasus Di Desa Ogogasang Kecamatan Dondo Kabupaten 

Tolitoli)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Mekanisme penyaluran Dana Desa dalam pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa di Desa Ogogasang? 

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa di 

Desa Ogogasang? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

 Adapun tujuan dari penilitian ini yaitu: 

a. Mengetahui Mekanisme Penyaluran Dana Desa dalam pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa di Desa Ogogasang .  

b. Mengetahui tinjauan ekonomi islam yang ada dalam tujuan penyaluran 

Dana Desa di desa Ogogasang. 

2. Manfaat  

 Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik manfaat secara 

teoritis maupun manfaat secara praktis. 

a. Teoritis 

 penelitian ini diharapakan dapat memberikan landasan bagi para 

peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah penyaluran Dana Desa 

yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam. 

b. Praktis  
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1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak desa dalam rangka 

memberikan pemahaman tentang penyaluran Dana Desa yang 

sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. 

2) Memperluas wawasan bagi setiap perangkat desa tentang strategi 

penyaluran Dana Desa yang sesuai dengan Prinsip ekonomi Islam 

dalam mengembangkan BUMDES 

D.  Penegasan Istilah 

1. Tinjauan Ekonomi Islam 

 Tinjauan merupakan pandangan. Dan Ekonomi Islam merupakan suatu 

sistem ekonomi yang pelaksaannya berlandaskan nilai-nilai al-Qur’an dan Hadis. 

Jadi, tinjauan Ekonomi Islam merupakan pandangan suatu sistem ekonomi yang 

berlandaskan nilai-niali al-Qur’an dan Hadis. 

2. Penyaluran Dana Desa 

 Penyaluran Dana Desa merupakan Dana yang yang berasal dari APBN 

yang mana diperuntukan untuk membiayai bidang pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Dan 

mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di desa. 

3. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa 

 Pengembangan Badan Usaha milik Desa merupakan cara mengelola Dana 

Desa yang mana Dana Desa sebagai pemberi modal kepada BUMDES, yang 

bertujuan untuk mengembangkan perekonmian desa dan mengurangi 

permasalahan perekonomian yang ada didesa. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiraran yaitu diagram yang menjelaskan secara garis besar 

alur logika bejalannya sebuah penelitian mengenai Tinjauan Ekonomi Islam 

Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. yang menjelaskan bagaimana 
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hukum dan mekaisme penyaluran Dana Desa Dalam  Pengembangan Badan 

Usaha Miik Desa Yang sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam. Dapat dilihat dar 

bagan berikut: 

Bagan 1.1 

Kerangaka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al-Qura’an 

 UU No. 6 Tahun 2014  Tentang Desa 

 PP No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Atas  PP No. 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaa UU No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa 

 PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2016 Tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN 

  

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap 

penyaluran  Dana Desa Dalam 

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa 

Parktik manajemen penyaluran Dana Desa 

yaitu: 

 KPA DJPK menerbitkan SPM. 

 KKPPN II selaku kuasa BUN. 

 Bank Oprasional melaksanakan trnsfer DD 

Ke Kabupeten/Kota 

 Pemerintah Kabupaten/kota melaksanaka 

transfer DD ke Desa (dari RKUD ke 

RKUDES). 

 Rekening Desa. 

  

Tinjauan Ekonomi Islam 

 Al-Qur’an 

 Prinsip-Prinsip 

Terciptanya penyaluran dana desa  

yang sesuai  dengan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam : 

 Mengatasi kemiskinan 

 Mengatasi kesenjangan sosial 
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F. Garis-Garis Besar Isi 

1. Bab I Pendahuluan 

  Bab ini menejelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masaalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, dan penegasan istilah. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

  Bab ini membahas tentang kajian kepustakaan berupa landasan 

teoritis yang berhubungan dengan Tinjauan Ekonomi Terhadap Penyaluran 

Dana Desa (DD) Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Desa Ogogasang Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. 

3. Bab III Merode Penelitian  

  Bab ini meliputi pelaksanaan Jenis Penilitian, Lokasi Penilitian, 

Kehadiran Peneliti, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengmpulan  Data,  

Tehnik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data. 

4. Bab IV Hasil Dan Pembahasan 

 Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

mencakup gambaran umum desa ogogasang  yang meliputi sejarah singkat 

desa ogogasang, penyajian data penyaluran Dana Desa secara bertahap, 

kemudian pembahasan tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ogogasang dan  Tinjauan Ekonomi 

Islam Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa 

Ogogasang. 

5. BAB V PENUTUP 

  Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis 

untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta diakhiri dengan daftar 

pustaka. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan 

dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di 

samping itu kajian terdahulu membantu penulis dalam memposisikan penelitian 

serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penulis 

mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian 

yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang 

sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan 

sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana 

orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai 

relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain  : 

1. Aulia Noor Azizah dibuat tahun (2017) dengan Judul “Optimalisasi 

Dana Desa Bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Komperasi 

Desa Wonokromo Dan Karang Tengah Kabupeten Bantul Anggaran 

2017)”.Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi dana 

realisasi dari pengalokasian dana desa bagi BUMDES berdasarkan 

tipologi desa yang ada.Apakah dalam tatanan implementasi akan kah 

sama atau kah menyimpang.
1
 

2. M. Indra Maulana dibuat tahun (2018) dengan judul “Peran Dana 

Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif 

                                                             
 

1
Aulia Noor Azizah  “ Optimalisasi Dana Desa Bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi 

Komperasi Desa Wonokromo dan Karang Tengah Kabupaten Bantul Anggaran 2017)”. Skripsi 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017). http://digilib.uin-

suka.ac.id 
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Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Palembang Kecamatan 

Candi Pura Kab. Lampung Selatan). Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana Dana Desa dapat memberdayakan masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola 

sendiri sumber daya mereka, sehingga mereka dapat mengelola dan 

membentuk penggalian kemampuan pribadi dan berkompetensi dalam  

kehidupan sehari-hari.
2
 

3. Herlina yang dibuat tahun (2012) dengan judul “Kontribusi Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan 

Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)”. yang mana 

penelitian ini membahas bagaimana Badan Usaha Miik Desa 

(BUMDES) membawa konstribusi yang sangat besar terhadap 

peningkatan perekonomian yang ada di desa Pekan Tua Kecamatan 

Kempas Kabupaten Indiragri Hilir,yang melalui program pelatihan 

pembimbingan dan Konsultasi.
3
 

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

penelitianya, terletak pada objek penelitian dan tujuan dari penelitian dari tiga 

penilitian terdahulu tersebut. Namun agar lebih lanjut perbedaan antara penelitian 

penulis sendiri dan penlitian terdahulu dapat diliat dari keterangan berikut: 

                                                             

 2
M. Indra Maulana “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau 

Dari Perspektif  Ekonomi Islam (Studi Kasus  Di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candi Pura, 

Kab. Lampung Selatan)”. Skripsi (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung). 

http://repository.radenintan.ac.id 

3
Herlina “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan 

Kehidupan Perekonomian Masyarakat diTinjau Menurut Ekonomi Islam”. (Studi di Desa Pekan 

Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir).Skripsi (Riau: Universitas  Islam Negri Sultan 

Syarif Riau 2012). http://repository.uin-suska.ac.id/9340/1/2012_2012144EI.pdf (diakses 20 

Desember 2012) 
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1. Persamaan  

a) Persamaan Penelitian terdahulu oleh Aulia Noor Aziza dengan 

penelitan penulis yaitu, sama-sama mengunakan pendekatan 

Kualitatif, adanya fariabel yang sama, dan sma-sama mebahas 

kegunaan Dana Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa. 

b) Persamaan penelitian terdahulu oleh M.Indra Maulana dengan 

penelitian penulis yaitu, sama-sama menggunakan pendekatan 

Kualitatif, adanya satu fariabel yang sama. 

c) Persamaan penelitan terdahulu oleh Herlina dengan penelitian saya 

yaitu, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, adanya satu 

fariabel yang sama. 

2. Perbedaan  

a) Lokasi penelitian (Desa Wonokromo Dan Karang Tengah 

Kabupeten Bantul), menggunakan studi kasus komparasi, tempat 

penelitianan BUMDES desa wonokromo dan BUMDES desa 

karang Tengah, penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana 

implementasi dan realisasi dari pengalokasian Dana Desa bagi 

BUMDES. 

b) Lokasi penelitian (Kasus Di Desa Sinar Palembang Kecamatan 

Candi Pura Kab. Lampung Selatan), tempat penelitian  kantor desa 

sinar Palembang, penelitian ini lebih tefokus pada  bagaimana 

Dana Desa memberdayakan masyarakat 

c)  Lokasi penelitian (Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas 

Kabupaten Indragiri Hilir), tempat penelitian BUMDES desa pekan 

tua, penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana Badan Usha Milik 
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Desa mebawa kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan 

perekonomian. 

B. Pengertian Dana Desa  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara 

pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, 

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
4
 

Adapun tujuan dari Dana Desa adalah : 

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.  

2. Mengatasi kemiskinan. 

3. Memajukan perekonomian desa. 

4. Mengatasi kesenjangan sosial dan kesenjangan  pembangunan desa.
5
 

C. Dasar Hukum Dana Desa  

Dasar hukum dana desa meliputi : 

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6
  

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP 

No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa.
7
 

                                                             
 

4
Moh Sofiyanto, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan 

Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. Jurnal (Malang: Universitas 

Islam Negeri Malang).30 

5
Kementrian Keuangan.Buku Saku Dana Desa Tahun 2018.7 

 
6
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas PP 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

APBN.
8
 

4. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
9
 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Dana 

Desa.
10

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tentang Pedoman 

Pembangunan desa.
11

 

7. Peraturan Pemerintah Desa No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
12

 

8. Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Musyawara Desa.
13

 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 

Dana Desa.
14

  

                                                                                                                                                        
 

7
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2015 Tentang Perunahan atas Peraturan Pemerintah 

No. 43 Tahun 2014  Tentang Peraturan Pelakasanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa.  

 
8
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah No. Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari 

APBN. 

 
9
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tentang Pengelolaan Dana Desa. 

 
10

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Dana Desa. 

 
11

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pebangunan Desa. 

 
12

Peraturan Pemerintah Desa No. 21 Tahun 2015  Tentang Penetapan Prioritas  

Penggunaan Dana Desa. 

 
13

Peraturan Pemerintah  Desa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Musyawarah Desa. 

 
14

Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016  Tentang Tata cara Pengalokasian, 

Penyaluran Pengunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 
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D. Pengelolaan Dana Desa  

Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD. Pengelolaan keuangan desa 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban 

keuangan desa.  

1. Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan 

penggunaan DD yaitu pembuatan rencana kerja. 

2. Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan DD.  

3. Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang 

meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa 

yang diperoleh dari hasil penggunaan DD.  

4. Pelapopran yang dimaksud yaitu upaya pengelola DD untuk 

melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan 

atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penangngg jawab  

DD. Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan penulis 

adalah pertanganggung jawaban penggunaan DD sebagai bentuk 

laporan hasil dari penggunaan DD. 
15

 

  Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola 

dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 

Desember.Pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan, dipertanggung 

jawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-

lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.  

                                                             
 15

Ema Julita, “Pengelolaan Dana Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupeten 

Pelalawan Tahun 2016”. Jurnal (Riau: Universitas Riau).2 
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Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:  

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya 

tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.  

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa 

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai   

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut 

sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
16

 

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:  

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 

                                                             
 

16
Risma Hafid, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan 

Bungoro Kabupaten Pangkep, Skripsi (Makassar: Univeritas Hasanudin Makassar 2017). 8 
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sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja.  

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi 

kredit anggarannya dalam perubahan APBD.
17

 

E. Pengerrtian Badan Usaha Milik Desa  

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

BUMDES menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa 

(PADES). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, 

BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. 

Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.
18

 

  Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di 

pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan 

bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDES 

dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:  

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. 

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) 

melalui penyertaan modal (saham atau andil). 

                                                             

 
17

Ibid.4 

 
18

Sri Palupi,Buku Panduan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, (Cet I:Jakarta: lembaga 

kajian Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).79  



16 

 

 
 

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari 

budaya lokal (local wisdom). 

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi 

pasar. 

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village 

policy). 

6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. 

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, 

anggota).  

 BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas 

inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal 

usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak 

menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada 

pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak 

ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per Undang-Undanga (UU 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3).
19

  

 Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDES, 

karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan 

Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).  

1. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  

 Empat  tujuan utama pendirian BUMDES adalah:  

a) Meningkatkan perekonomian desa. 

b) Meningkatkan pendapatan asli desa. 

                                                             
19

Windarnovi, BAB II Telaah Pustaka.11 
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c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

pedesaan. 

  Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah 

merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan 

secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan 

sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan 

badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri 

untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan 

(produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan 

jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.
20

 

  Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, 

mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam 

menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan 

pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan 

pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme 

kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan 

distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES. 

  Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDES dapat didirikan 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan 

”kebutuhan dan potensi desa” adalah:  

a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.  

b) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal 

terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar. 

                                                             
20

Ibid.12 
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c) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. 

d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga 

masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. 

2. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)  

 Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar 

difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota 

(penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip 

dalam mengelola BUMDES yaitu:  

a) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus 

mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya. 

b) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus 

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.  

c) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.   

d)  Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan mudah dan terbuka. 

e) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 

jawabkan secara teknis maupun administratif.  

f) Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan 

dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES. 
21

 

                                                             
 

21
Dewi Purnamawati, Prinsip-Pinsip Pengelolaan Badan usaha Milik Desa Dalam 
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 desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya.  Hal ini disebabkan 

adanya penopang yakni dana Dana Desa yang semakin besar. Sehingga 

memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. 

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah 

memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan atau menjalin 

kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong 

(steam engine) dalam upaya pengatasan kemiskinan, pengangguran, dan 

membuka akses pasar. 
22

 

F. Distribusi Dalam Ekonomi Islam  

 Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen 

ke konsumen dan para pemakai.Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara 

pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke 

konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat  perantara pemasaran, 

yaitu wholesaler (distributor atau agen) yang melayani pembeli.
23

 

1. Tujuan Distribusi dalam Islam Ekonomi  

 Islam datang dengan system distribusi yang merealisasikan beragam 

tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik 

dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakan 

bahwa system distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil 

bersama system dan politik syariah lainnya-dalam merealisasikan beberapa tujuan 

umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam di 

kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini 

hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah :  
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a. Pertama : Tujuan Dakwah Yang dimaksud dakwah disini adalah 

dakwah kepada islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantaranya 

contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat, dimana 

muallaf itu adakalnya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau 

dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat 

keislamannya. Sebagaimana system distribusi dalam ghanimah dan fa’i 

juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa 

pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah 

terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.
24

   

Firman Allah swt Qur’an  Surah Ali Imran (3): 140. 

 

                         

                             

 

Terjemahnya  

 “Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka 

Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) 

mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan 

kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar 

mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah 

membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-

orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur 

sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang 

yang zalim,”  

b. Kedua : Tujuan Pendidikan Di antara tujuan pendidikan dalam 

distribusi adalah seperti yang di sebutka dalam firman Allah. 

Firman Allah swt Qur’an  Surah At-Taubah (9) : 103. 

 

                                                             
24

Widya sari, Produksi Distribusi Konsumsi Dalam Ekonomi Islam.18 



21 

 

 
 

                            

        

 

Terjemahnya  
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu      
kamu membersihkan (Maksudnya: zakat itu membersihkan 
mereka   dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada 
harta benda) dan mensucikan (Maksudnya: zakat itu 
menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan 
memperkembangkan harta benda mereka) mereka dan 
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 
mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

25
 

  Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam 

 dapat  mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting 

 adalah  sebagai berikut :  

1) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, 

berderma dan mengutamakan orang lain.  

2) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan 

mementingkan diri sendiri (egois).  

c. Ketiga : Tujuan Sosial Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah  

sebagaia berikut: 

1) Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan 

menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.  

Firman Allah swt Qur’an Surah Al-Baqarah (01) : 273.  

 

                   

                     

                      
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Terjemahnya  
            “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh 

jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; 
orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena 
memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan 
melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang 
secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha 
Mengatahui.”

26
 

2) Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu 

dan kelompok di dalam masyarakat.  

3) Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana 

akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan 

ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang 

tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak 

adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat 

kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.  

4) Keadilan dalam distribusi mencakup:  

(a) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan.  

(b) Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi 

(c) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, 

dan keadialan dalam pendistribusian diantara generasi yang 

sekarang dan generasi yang akan datang.  

d. Keempat : Tujuan Ekonomi Distribusi dalam ekonomi islam 

mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang 

terpenting diantaranya dapat disebutkan seperti berikut ini:  

1) Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta 

ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik 

infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan 

                                                             
 

26
Kementrian Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid, (Kiara 

Condong Bandung:PT  Sigma Examedia Arkanleema). 



23 

 

 
 

mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak 

akan habis karena zakat.
27

  

2) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan 

terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim 

untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. 

Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam ekonomi Islam dapat 

menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari 

andil dalam kegiatan ekonomi. Seperti utang yang membebani 

pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang 

terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat 

bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba 

sahaya.  

3)  Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana 

tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. 

Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk 

pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara 

pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Karena itu kajian 

tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat 

kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan 

dan keniscayaan 

Firman Allah swt Qur’an Al-Baqarah (02) : 265 

 

                          

                             

           
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Terjemahnya  
“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 
hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk 
keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak 
di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka 
kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan 
lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun 
memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu 
perbuat.”

28
  

  Yang artinya dapat dimaknakan bahwasanya orang-orang yang 

 membelanjakan hartanya karena keridhoan Allah dan untuk keteguhan 

 jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk 

 pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada 

 Allah SWT.  

Distribusi Dalam Islam sebagai berikut: 

(a) Zakat Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi islam 

adalah mewujudkan keadilan distributif.Karena 

itu,semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada 

ketidak seimbangan (zulm) harus diganti dengan 

keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan 

keseimbangan. Dengan kata lain,ekonomi Islam akan 

berusaha memaksimalkan kesejahteraan total. Tindakan 

sosial harus digerakkan secara langsung untuk 

perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang 

beruntung dalam masyarakat melalui zakat,infaq serta 

sodaqoh.  

(b) Warisan Ketika orang meninggal tidak lagi memiliki 

hak apa-apa atas badan dan hartanya. Sekalipun harta 

tersebut milik si mayit, tetapi ketika mati ia tidak 
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berhak memberikan kepada siapa saja sesuka dia. 

Wasiat menyangkut harta kepada selain ahli waris 

hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga bagian 

saja. Dengan cara ini akan berlangsung peredaran harta 

milik mayit kepada ahli warisnya. Dan ahli waris bisa 

mendapatkan harta tanpa melalui ekonomi biasa. 

Pribadi ahli waris dapat memperoleh harta dengan 

mendapatkan warisan.
29

  

G. Pengertian Ekonomi Islam 

 Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti 

masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. 

Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar 

dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka 

syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan 

konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal.  

 Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam 

keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.  

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyaratan yaitu 

karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-

nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang 

tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek 
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normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam 

pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. 
30

 

1. Muhammad Abdul Manan  

 Islamic economics is a sosial science which studies the economics 

problems of a people imbued with the values of Islam. Jadi, menurut Abdul 

Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.  

2. M. Umer Chapra Islami  

 economics was defined as that branch which helps realize human well-

being through and allocation and distribution of scarce resources that is 

inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or 

creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut 

Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi 

kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas 

yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa 

memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang 

berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. 

3. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi 

 ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku 

ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam 

adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, 

menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi 

dengan cara-cara yang Islami.  
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 Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari 

individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. 

Ilmu Ekonomi Syari’ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku 

manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun 

konsumsi berdasarkan Syari‟at Islam yang bersumber Al-Qur’an dan As-Sunnah 

serta Ijma‟ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

4. Dasar Hukum Ekonomi Islam  

 Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai 

sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah 

dibidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya 

Islami. 

 Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian 

merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk 

mengatur hubungan antara individu yang mengandunng unsur pemenuhan hak 

dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk 

dibuat secara tertulis yanng disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa 

hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam 

Islam. 
31

 

 Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :  

a) Al-Qur’an  

 memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian 

besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. 

Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta 

dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut. 
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Firman Allah swt Qur’an Surah Al-Baqarah (02):188 

 

                            

              

 

Terjemahnya 
         “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang  
 lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
 membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
 memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan 
 (jalan perbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”   

   Dalam Qura’an Surah An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa 

 perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat 

 yang halal yaitu sebagai berikut: 

 Firman Allah swt Surah An-Nisa (04) : 29 

 

                        

                 

 

 Terjemahnya  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu   dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka ama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu:Sesungguhnya Alla adalah Maha 
Penyayang kepadamu.”

32
 

b) Hadist  

 memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih 

terperinci dari pada Al-Qur’an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain. 
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5. Karakteriststik Ekonomi Islam 

 Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-

prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yag sangat tepat, alquran dan 

sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin 

berprilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit 

system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:  

a) Kesatuan (unity)  

b) Keseimbangan (equilibrium)  

c) Kebebasan (free will)   

d) Tanggung Jawab (responsibility)  

 Al-Qur‟an mendorong umat Islam untuk mengusai dan memanfaatkan 

sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan 

komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan 

sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.
33

 

Firman Allah swt Qur’an Surah A-Hasyr (59): 7 

 

                            

                             

                               

  

 Terjemahnya 
 “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 
antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 
dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 
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bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 
hukumannya.”

34
 

Firman Allah swt Qur’an Surah An-Nuur (24) : 37 

 

                            

 

 Terjemahnya 
“(ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan 
(menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami 
turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu 
mengingatinya.”

35
 

Firman Allah Qur’an Surah Al-Baqarah (02) : 275 

 

                        

                                 

                              

                

 

 Terjemahnya 
“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli 
itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

36
 

 Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur’an melarang Umat Islam 

mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, 
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melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, 

melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya. 

5. Tujuan Ekonomi Islam Ekonomi  

 Islam mempunyai tujuan untuk:  

a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. 

b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi 

seluruh makluk hidup dimuka bumi.  

c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia 

yang berlandaskan nilai-nlai Islam guna mencapai pada tujuan agama 

(falah). 

  Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh 

ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu mampu 

menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa 

meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.
37

 

H. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang 

membangun struktur atau kerangka yang digali dari pedoman dasar Alquran 

dan/atau sunnah. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap 

individu dalam perilaku ekonomi.
38

 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam 

didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), adl (keadilan), 

nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma’ad (hasil). Kelima nilai ini 

menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.Namun teori 
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yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi 

bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai- nilai Tauhid (keesaan Tuhan), ‘adl 

(keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah Islam hanya sebagai kajian ilmu saja 

tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-

nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri 

dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah 

multitype ownership, freedom to act, dan social justice.
39

 

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan, dibangunlah konsep 

yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi 

puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni 

untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan 

para pelaku ekonomi dan (pemerintah, dan ma’ad (hasil) menjadi inspirasi untuk 

membangun teori-teori ekonomi Islam :  

1. Prinsip Tauhid  

 merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan 

bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada 

pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah 

pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik 

manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik 

hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, 

sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan 

dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah 

untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam 

hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai 

                                                             
39

G.Restianti, BAB III Prinsip Ekonomi Dalam Islam.24 



33 

 

 
 

dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan 

mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan 

bisnis.
40

 

2. Prinsip Keadilan 

 Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. 

Penegakan keadilan sangat ditekankan oleh Al-Qur’an sebagai misi utama para 

nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan 

pendapatan atau kesejahteraan merupakan bagian tak terpisahkan dari moral 

Islam.
41

 

3. Mencegah Kesenjangan Sosial 

 Mencegah kesenjangan sosial Merupakan bagian terpenting dari ekonomi 

Islam dengan cara menunaikan zakat atau memberikan sebagaian harta yang kita 

miliki kepada yang lebih membutuhkan seperti yang telah kita ketahui bahwa 

dalam harta kita terdapat bagian orang lain didalamnya.
42

 

Firman Allah swt Qur’an Surah An-Nur (24):56. 

 

                            

 

 

Terjemahnya 

          “Dan dirikanlah sholat,tunaikan zakat, dan taatlah kamu kepada 

 Rasul supaya kamu di beri rahmat”.
43
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 Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada 

orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal 

ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan 

lingkungan. 

4. Membuat Catatan Transaksi Dengan Jelas  

 Membuat catatan transaksi dengan jelas  merupakan salah satu prinsip 

ekonomi Islam yang mengajrkan kita artinya bertanggung jawab dan 

mengutmakan kejujuran dalam bertaransaksi.  

Firman Allah swt Qur’an Surah Al-Isra (17):35. 

 

                           

 

Terjemahnya 

 “Dan Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

 dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

 baik akibatnya.” 
44

 

 Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan 

secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli 

maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama 

lain, misalnya menipu atau membohongi.
45

 

5. Larangan Menumpuk Harta Kekayaan dan Penting Mendistribusikan 

Kekayaan 

 Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu 

dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikan nya 
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kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk 

mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, 

karena sifat menumpuk kekayaan merupaka sifat yang rakus merugikan orang 

lain. 

   Oleh karen itu, dalam ekonomi syariah dianjurkan untuk mendistribusikan 

kekayaan. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan untuk 

kemaslahatan kehidupan mereka. Upaya ini akam menjadi masah bila tidak ada 

usaha untuk mengomptimalkannya melalui berbagai ketentuan syariah. Antara 

satu orang dengan orang lain sudah di tentukan rezkinya oleh Allah SWT.
46

 

6. Kesejahtraan Individu dan Masyarakat 

 Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam 

syariah. Masyarakat akan menajadi faktor yang dominan dalam pembentukan 

sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter 

masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-

individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat 

diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya 

terdapat faktor ekonomi itu sendiri.
47

 

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi 

Islam mencakup antara lain yaitu : 

1. Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang 

khusunya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal 

pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada 

akal/pikiran. Jangan  biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. 

Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada 

                                                             
 

46
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Syariah  (Bandung: Alvabeta, CV,2016).84 
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kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu 

bersumber dari syari’ah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah. 

2. Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. 

Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. 

Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling 

tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama 

manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah. 

 Dalam Al-Qur’an terdapat penjelasan tentang untuk saling tolong 

menolong seperti berikut: 

Firman Allah swt Qur’an Surah Al-Maidah (5) :2 

 

                           

                                

                     

                        

   

        

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan kerendahaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-



37 

 

 
 

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
48

 

3. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena 

bekerjaadalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah 

dan watakmanusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera 

dan makmur di bumi ini. 

Firman Allah Qur’an Surah Al-Mulk (67):15 

 

                             

     

Terjemahnya 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu maka berjalah di 

segala penjurunya dan makanlah dari rezkinya. Dan hanya 

kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
49

 

4. Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga 

merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan 

yangdimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik 

nutlak,tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk 

zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.
50

 

Firman Allah swt surah Al-baqara (2):267 

 

                                                             

 
48

Kementrian Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid, (Kiara 

Condong Bandung:PT  Sigma Examedia Arkanleema).106  

 
49

Kementrian Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid, (Kiara 
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                       

             

 

Terjemahnya  

“wahai orang-orang beriman, infkakanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu  yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

kamu kami keluarkan dari bumi untuk kmu. Dan jangalah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincangkan mata terhadapnya. Dan ketauilah, bahwa Allah 

maha kaya lagi maha terpuji”.
51

  

5. Prinsip dasar Islam dalam hal ekonomi senantiasa berpijak dengan 

masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat 

berdampak pada timbulnya kesenjangan. Misalnya saja seperti 

ekonomi kapitalis yang hanya mengedepankan aspek para pemodal 

saja tanpa mempertimbangkan aspek buruh, kemanusiaan, dan 

masayarakat marginal lainnya. Untuk itu, Islam memberikan aturan 

kepada umat Islam untuk saling membantu dan tolong menolong. 

Dalam Islam memang terdapat istilah kompetisi atau berlomba-lomba 

untuk melaksanakan kebaikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti 

mengesampingkan aspek keadilan dan peduli pada sosial. 

 Firman Allah swt Qur’an An-Nur (24) :56 

 

                       

 

Terjemahnya 

 “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, 

 supaya kamu diberi rahmat.”
52
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Zakat, infaq, dan shodaqoh adalah jalan islam dalam menyeimbangkan 

ekonomi. Yang kaya atau berlebih harus membantu yang lemah dan yang 

lemah harus berjuang dan membuktikan dirinya keluar dari garis ketidak 

berdayaan agar mampu dan dapat produktif menghasilkan rezeki dari 

modal yang diberikan padanya. 

6. Transaksi keuangan yang diperintahkan islam adalah transaksi 

keuangan yang tercatat dengan baik. Transaksi apapun di dalam islam 

diperintahkan untuk dicatat dan ditulis diatas hitam dan putih bahkan 

ada saksi. Dalam zaman moderen ini maka ilmu akuntansi tentu harus 

digunakan dalam aspek ekonomi. Hal ini tentu saja menghindari pula 

adanya konflik dan permasalahan di kemudian hari. Manusia bisa saja 

lupa dan lalai, untuk itu masalah ekonomi pun harus benar-benar 

tercatat dengan baik.
53

 

Firman Allah swt Qur’an Surah An-Nahl (16) : 90. 

                        

                       

 

Terjemahnya : 

 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

 kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

 perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

 pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
54
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Pendekatan dan Desain Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif dimana agar peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data-

data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan tujuan data 

yang diambil penulis merupakan data yang jelas sesuai dengan keadaan di tempat 

yang peneliti akan  teliti.  

 Penelitian desriptif ini merupakan metode penelitian yang berusaha 

mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara 

“apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan 

dalam ingatan responden.
12

 

 Dalam memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti 

langsung ke tempat penelitian/kelapangan, sehingga penelitian ini yang digunakan 

adalah penelitian lapangan. 

B. Lokasi Penilitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau 

tempat dimana seseorang melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui 

dengan jelas dimana tempat penelitian itu dilaksanakan. Objek atau sasaran lokasi 

penelitian yang diambil oleh peneliti ini dilakukan di “di Desa Ogogasang” jalan 

Trans Sulawesi Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. 
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Praktis”, (Cet, III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 203. 



41 
 

 
 

C. Kehadiran Peneliti  

Penulis sebagai peneliti ketika sebelum melakukan penelitian yang yang 

pertama dilakukan adalah memperkenalkan identitas penulis dan memberitahukan 

maksud dan mewawancarai para informan untuk mengumpulkan data ini. Hal ini 

dimaksudkan agar informan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, 

sehingga mereka dapat memebrikan informasi dengan valid. Kehadiran peniliti 

sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, 

kehadiran peniliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, 

sebagai pengamat penuh utuk melakukan pengmatan, dan mengawasi kegiatan-

kegiatan yang terjadi dioptik yang lebih berfokus pada semua yang terkait di 

dalamnya dan ara pelanggan sehingga penulis bisa dapat mengumpulkan berbagai 

data, beradaptasi langsung dengan semua aparatur Desa dan juga Anggota 

pengelola BUMDES Desa Ogogasang. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri atas:  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara pengamatan langsung di 

lapangan, wawancara melalui narasumber atau informan yang terpilih, 

sumber data yang di maksut adalah para informan dan dapat dikatakan 

sebagai popilasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder. Data sekunder ini bisa berupa data  diperbolehkan 

melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian. 
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E. Tehnik Pengumpulan Data 

Adapun perolehan data ditempu dengan teknik-teknik sebagai berikut:  

1. Observasi  

 Teknik obervasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada 

objek penelitian, badan penelitian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

berwawancara langsung dengan apratur desa maupun anggota BUMDES 

itu sendiri. 

2. Wawancara  

 Tekhnik wawancara yang dilakukan adalah berdialog langsung 

dengan individu yang menjadi sumber.
 13

 

  Sebagaiman penulis lakukan dilapagan mewawancarai setiap orang 

yang berkontribusi dalam penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan 

Badan Usaha Milik Desa, di desa ogogasang seperti Kadri S Buri selaku 

Kepala Desa oogasang,Sadir selaku Sekertis Desa ogogasang,Ariyani 

Pengurus BUMDES ogogasang ,Rudin L selaku Ketua BUMDES 

ogogasang, dan  Ranti  selaku Masyarakat ogogasang. 

3. Dokumentasi  

 Bertujuan agar data yang di peroleh meruakan data yang benar-

benar valid. Dokumentasi yang di maksud di sini adalah alat-alat yang di 

gnakan dalam penelitian yang dapat merekam seluruh instrumen darilokasi 

penelitian. Di samping itu, penulis juga menyiapkan alat-alat tulis 

untuktranskip atau catatan informal dari hasil wawancara. 

 

                                                             
13

Anas Sudirjo, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Cet V, (jakarta:PT Gravindo 

Persaa,2005).82 
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F. Tehnik Analisis Data 

Setelah sejumlah data dikumpulkan penulis, selanjutnya adalah 

menganalisis sejumlah data dalam bentuk analis deskriptif dengan menggunkan 

beberapa tehnik antaralain: 

1. Reduksi data yaitu penulis merangkum beberpa data yang diperoleh di 

lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang di anggap 

mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. 

2. Penyajian data, yaitu setelah penulis mengumpulkan sejumlah data 

dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data maka 

selanjutnya adalah penyajian ke dalam inti pembahasan yang di 

jabarkan dari hasil penelitian lapangan, khususnya pada bab ke empat 

pada pembahasan ini.  

3. Verifikasi data, yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam 

pembahasan penelitian ini akan dideteksi kebenaran dan validitas data. 

Sehingga data-data yang masuk dalam pembahasan ini tidak di ragukan 

keabsahannya. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

pengecekan keabsahan data diterapakan dalam penelitian ini agar data 

yang diperoleh terjamin validitas dan kreadibilitasnya. Pengecekan keabsahan 

data dilakukan dengan metode trigulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap 

sumber data dengan mengecekan sesuai sumber data yang diperoleh dengan 

karakteristik sumber data yang sudah ditentukan penulis, serta kesesuaian teori 

dalam tinjaan pustaka dengan hasil penelitian.
14
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Sutrisno Hadi,Metodoli Research, Jilid I (cet,50: yogyakarta: Andy Yogyakarta,2001), 
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Untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kreadbilitasnya 

dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:
15

 

1. Presisten Observation (ketekunan pengamatan) yaitu mengadakan 

observasi secara terus menerus terhadap objek peneliian guna 

memahami gejalah lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang 

sedang berlngsung diloksi penelitian. 

2. Triangulasi, yaitu pemeriksaan kebsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

pembandingan terhadap data, yaitu dengan cara “membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaaan suatu informasi yang di peroleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

3. Member Chek (pengecekan nggota) yaitu pengecekan kebenaran 

nformasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam 

laporan penelitian. Dalam kesempatan suatu pertemuan yang dihadiri 

oleh para responden atau informan dan beberapa orang peserta 

pengujian aktif. Peneliti membacaka hasil penelitiannya. 

       Pengecekan data tersebut yang dilakukan penulis dengan cara trigulasi, 

yaitu pengecekan kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk 

menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu, penulis juga melakukan 

diskusi dengan respondn, dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat. 

Hal ini digunakan karena merupkan salah satu teknik untuk 

pengecekan keabsahan data dalam suatu peneltian. 

 

  

 

                                                             
15

Hamid, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: UMM Press,2005).82 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  Desa Ogogasang 

   Desa ogogasang sendiri memiliki luas wilayah 45,2 KM
2
 dan terdiri dari  

dua dusun yaitu dusun Durian dan Bonto namun tidak memiliki ketua RT atau 

RW melainkan hanya memilki ketua dusun. Adapun  desa yang berbatasan 

dengan desa ogogasang sebagai berikut: 

1. Sebalah barat desa ogogasang berbatasan dengan desa malomba dusun 

patong Kecamatan Dondo. 

2. Sebelah Timur desa ogogasang berbatasan dengan desa lais dusun 

leleo kecamatan Dondo. 

3. Sebelah utara desa ogogasng berbatasan dengan desa jongin 

Kecamatan Dondo. 

 di atas merupakan sedikit gambaran umum tentang desa ogogasang, 

ogogasang juga memiiki sejarah desa yang menerangkan awal mula terjadinya 

penamaan desa ogogasang menjadi ogogasang sebagai berikut:  

 Sejarah terbentuknya Desa Ogogasang erat kaitannya dengan pembukaan 

lahan untuk perkebunan oleh seorang masyarakat pendatang  yang bernama 

Balakati pada tahun 1850.yang sebelumnya belum mempunyai nama desa, singkat 

cerita asal mula terjadinya peristiwa penamaan nama Ogogasang berawal dari  

Balakati yang pada saat itu yang bertujuan untuk membuka lahan pertama tama 

hal yang ia lakukan adalah menggali tanah yang dijadikan sumur sebagai sumber 

air minum dan kebutuhan lainnya, Balakati mengali tanah dekat dengan serumpun 

bambu yang batangnya kecil yang dalam bahasa dondo disebut “gasang”.  
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Setelah sekitar sebulan Balakati melakukan kegiatan pembukaan lahan 

perkebunan datanglah sekitar 7 kepala keluarga menyusul Balakti untuk membuka 

lahan perkebunan, mereka menyakan dimana tempat mengambil air minum? 

Balakati menjawab “ogo’i gaasang” sambil menunjuk ke arah pohon bambu yang 

artinya “air dibawah pohon bambu”. Begetulah seterusnya lama kelemaan 

sekelompok masyarakat tersebut menamakan wilayah ogogasang dengan sebuatan 

“ogo’i gasang” yang bertepatan pada saat itu  belum mempunyai nama desa, yang 

kemudian lebih populer dengan penyebutan ogogasang. 

 Kemudian sekelompok masyarakat tersebut membentuk dusun ogogasang 

dibawah pemerintahan desa malomba dengan kepala dusun atau kepala jaga 

bernama Kemo anak pertama dari Lapung yang pada Tahun 1967 dusun 

ogogasang dimekarkan menjadi desa ogogasang dengan kepala desa pertama 

bernama “M.A Laggorodi” dan sekertaris desa bernama “Taut Lapung”. 

Itulah sejarah singkat desa ogogasang, yang Sejak berdirinya hingga saat ini desa 

ogogasang telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa.  

 Berikut ini adalah rekapitulasi secara berzturut-turut:  

1. Kepala desa ogogasang yang menjabat pertama kali adalah M.A 

Langgorodi  pada Tahun 1967 sampai dengan 1974. 

2. Pada Tahun 1974 sampai 1975 yang menjabat sebagai kepala desa 

ogogasang yaitu Taud Amba. 

3. Pada Tahun 1975 sampai 1984 kembali M.A Laggorodi yang menjabat 

sebagai kepala desa ogogasng. 

4. Pada Tahun 1984 sampai 2002 yang menjabat sebagai kepala desa 

ogogasang yaitu Syamsudin B. 

5. Pada tahun 2002 sampai 2007 yang menjabat sebagai kepala desa 

ogogasang yaitu Burhan T.L. 
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6. Pada Tahun 2007 sampai 2013 yang menjabat sebagai kepela desa 

ogogasang yaitu Butje T Lapung. 

7. Pada Tahun 2013 sampai 2019 yang menjabat kepala desa ogogasang 

yaitu Kadri S Buri. 

8. Pada Tahun 2019 sekarang yang menejabat kepala desa ogogasang  masih 

dijabat kembali oleh Kadri S Buri.
1
 

 Itulah nama-nama kepala desa yang menjabat dari Tahun 1967 sampai 

sekarang. 

Tabel 4.1 

Nama-Nama Aparat Desa Ogogasang 

No Nama  Jabatan 

1.  Sadir Sekertaris Desa 

2.  Dewani Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha 

3. Murdion Kepala Urusan Keuangan 

4. Aan Andika Putra Kepala Urusan Perencanaan 

5. Wahyu Kepala Seksi Pelayanan 

6.  Haryana Kepala Seksi Kesejahtraan 

7. Sarnawiyah Kepala Seksi Pemerintahan 

8. Adhar Kepala Dusun Durian 

9. Zulkifli Kepala Dusun Bonto 

(Sumber Data:Kantor Desa Ogogasang 2019) 

 

 

 

 

                                                             
1
Kadri S Buri, Kepala desa ogogasang, wawancara ,  25 Oktober 2019. 
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B. Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik  

Desa Di Desa Ogogasang. 

a. Penganggaran Dana Desa  

 Pengagaran Dana Desa merupakan penciptaan rencana kegiatan 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. seperti yang diketahui Dana 

Desa sendiri telah ada sejak Tahun 2015, walaupun Dana Desa sudah ada sejak 

Tahun 2015 namun di Desa Ogogasang sendiri baru melakukan pencairan Dana 

Desa pada Tahun 2016 sampai sekarang.selain itu pada tahun 2016 Desa 

ogogasang sendiri mendapatakan Dana dari kas Pemerintah sebanyak Rp. 

604.198.500 yang di peruntukan untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa 

seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan duicker plat jalan kantong 

produksi, pembngunan jalan usah tani pembanguna TPT volume. Sedangkan 

Dana Desa yang diterima Desa ogogasang Tahun 2017 dari kas pemerintah 

sebanyak Rp. 772.207.000 Dana Desa sendiri pada Tahun ini diperuntukan untuk 

bidang pelaksanaan pembanguna Desa dan pemberdayaan masyarakat diantaranya 

dalam bidang pembangunan desa sendiri seperti kegiatan pembangunan jalan 

lingkar desa dan duicker plat, pembangunan duicker plat dusun bonto, 

pembangunan duicker plat dusun bonto, pembangunan saluran pembuangan 100 

Meter, pembngunan gedung paud. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan 

masyaraka sendiri seperti peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan 

sosial dasar, pendidikan, peatihan/kursus dan penyaluran bagi Kepala Desa, BPD 

dan lembaga lainnya yang ada di Desa, penyertaan modal BUMDES.  

 Adapun Dana Desa yang diterima Desa ogoasang pada Tahun 2018 dari 

kas pemerintah sebanyak Rp. 689.047.000 yang diperuntukan untuk bidang 

pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan Desa seperti 

kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan pertanian,kegiatan 
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pembangunan, pemeliharaan plat duicker, kegiatan pembagunan dan pemeliharaan 

sarana prasarana pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, 

kegiatan peghijauan dan pelestarian lingkungan hidup, kegiatan pembangunan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga. pemberdayaan masyarakat, seperti 

pemberdayaan posyandu, UP2K, BKB dan keluarga berencana. 

 kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa, kegiatan pelatihan 

keagamaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan dasar, dan 

penyertaan modal usaha BUMDES. Di atas merupakan keterangan penerimaan 

Dana Desa dari Tahun 2016-2018 yang setiap Tahun berbeda beda penerimaanya 

yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa ogigasang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 

No Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  Jumlah Dana 

1 Pembangunan Jalan Usaha Tani   Rp. 262.275.196 

2 Pembangunan Duiker Plat Jalan Kantong Produksi   Rp. 28.635.000 

3 Pembangunan Jalan Usahan Tani Rp. 288.834.910 

4 Pembangunan TPT Volume Rp. 24.453.394 

Jumlah Keseluruhan Rp. 604.198.500 

( Sumber Data: Balai Desa Ogogasang) 

 Tabel 4.3 

Laporan Relisasi Penggunaan Dana Desa  Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 

No Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Jumlah Dana  

1 Pembangunan Jalan Lingkar Desa dan Duecker Plat Rp. 325. 276.000 

2 Pembanguan Duicer Plat Dusun Bonto Rp. 11.213.000 
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3 Pembangunan Duiker Plat Dusun Bonto Rp. 17.996.000 

4 Pembangunan Saluran Pembuangan 100 Meter Rp. 56.319.000 

5 Pembangunan Gedung Paud Rp. 217.769.000 

6 Pengadaan Buku Perpustakaan Rp. 75.000.000 

 Jumlah keseluruhan    Rp. 703.573.000 

(Sumber Data : Balai Desa Ogogasang) 

Tabel 4.4 

 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bidang Pemberdayaan Masyarakat  

Desa Tahun Anggaran 2017 

No Bidang Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dana 

1 Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap 

Pelayanan Sosial dasar 

Rp. 21.600.000 

2 Pendidikan , Pelatihan/Kursus dan Penyuluhan Bagi 

Kepala Desa , Perangkat Desa , BPD dan Lembaga 

Lainnya yang ada di Desa 

Rp. 8.229.000 

3 Penyertaan Modal Bumdes Rp. 38.805.000 

Jumlah Keseluruhan Rp. 68.634.000 

(Sumber Data : Balai Desa Ogogasang) 

Tabel 4.5 

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pelaksanaan  

Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 

No Bidang Pelaksanaan Pembanguna Desa Jumlah Dana 

1. Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan 

Pertanian/Perkebuna/Nelayan 

Rp. 348.831.500,00 

2. Kegiatan Pembangunan dan pemeliharan Plat 

Duiker 

Rp. 15.390.000,00 
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3. Kegiatann Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 

dan Prasaran Kesehatan 

Rp. 95.791.500,00 

4. Kegiatan Pembagunan Sarana dan Prasaran 

Pendidikan 

Rp. 8.150,000,00 

5. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Air 

Bersih 

Rp. 38.843.000,00 

6. Kegiatan Pembangunan dan Sanitasi Lingkungan 

Hidup 

Rp. 41.239.000 

7. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian lingkungan Rp. 33.310.000,00 

8. Kegiatan pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Olahraga 

Rp.41.898.000,00 

Jumlah Keseluruhan Rp. 623.453.000,00 

(Sumber Data:Balai Desa Ogogasang) 

 penyaluran Dana Desa yang di peruntukan untuk bagian pembangunan 

Desa yang  peruntukan Dana  Desa sendiri telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) 

dan (2) No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran 

dan Pendapatan Negara yang menjelaskan bahwa: Peruntukan Dana Desa 

Membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayan 

Masyarakat, dan Kemasyarakatan”.Dana Desa di Prioritaskan Untuk Membiayai 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.  

 

“Dana Desa sendiri bersumber Dari APBN yang mana peruntukan Dana 

Desa tersebut lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan misi  pemerintah untuk 

membangun wilayah pedesaan yang bertujuan mensejahtrakan masyarakat 

dan memajukan perekonomian desa”.
2
 

 

                                                             
2
Sadir, Sekertaris Desa Ogogasang, Wawancara,  25 Oktober 2019 
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 Adapun peruntukan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat 

yang di tujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapalitas masyarakat desa. 

peruntukan Dana Desa di ogogasang sendiri dapat dilihat dari Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Tahun Anggaran 2018 

No Bidang Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dana 

1. Kegiatan Pemberdayaan Posiyandu, UP2K,B KB 

dan keluarga Berancana 

Rp. 12.000.000,00 

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Rp. 7.535.000,00 

3. Kegiatan Pelatiha Keagamaan Rp. 2.590.000,00 

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Pendidikan Dasar 

Rp. 20.700.000,00 

5. Penyertaan Modal BUMDES Rp. 22.769.000,00 

Jumlah Keseluruhan Rp. 65.594.000,00 

(Sumber Data: Balai Desa Ogogasang) 

 Peruntukan Dana Desa ogogasang dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat sendiri terdapat pernyataan modal terhadap Badan Usaha Milik Desa 

dengan nama lain BUMDES, yang mana BUMDES sendiri adalah Badan Usaha 

Milik Desa yang bertujuan untk memajukan potensi ekonomi desa dan kebutuhan 

masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan 

berkontribusi bagi pendapatan desa.  

 Peruntukan Dana Desa untuk memberikan modal terhadap BUMDES telah 

diatur dalam pasal 5 huruf c peraturan Menteri Desa Dan PDTT No. 22 Tahun 

2016 menyatakan: prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan 

pengadaan, pembangunan, pegembangan dan pemeliharaan usaha ekonomi 
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berskala produktif difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan 

yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran. 
3
 

  Bukan hanya itu peruntukan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, 

yang terfokus pada pembngunan dan pengembangn BUMDES Sendir telah di atur 

dalam pasal 7 huruf H peraturan Menteri Desa PDTT No. 22 Tahun 2016 

meyatakan: bahwasanya Dana Desa di gunakan untuk membiayi program dan 

kegiatan pemberdayan masyarakat desa yang di prioritaskan meliputi dukungan 

permodalan dan pengelolaan usaha produktif yang dikelola oleh BUMDES.
4
 

 dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa Dana Desa menjadi salah satu 

sarana pengembangan dan pemeliharaan usaha ekonomi secara  produktif yang 

melipti UMKM dan BUMDES. Pembangunan dan pengembangan BUMDES 

sendiri tidak terlepas dari bagaiamana mekanisme Penyaluran Dana Desa dalam 

pengeloaan BUMDES yang mana telah di sebutkan bahwa Dana Desa juga 

menjadi salah pendukung dalam permodalan BUMDES sendiri. 

 

“Dana Desa merupakan sarana yang paling tepat dalam permodolan 

BUMDES karena pengagaran Dana Desa yang di peruntukan untuk 

pemerdayaan masyarakat terutama dalam bidang permodalan BUMDES 

sendiri menjadi salah satu acuan untuk mengembangan BUMDES 

ogogasang”
5
   

 

 mekanisme penyaluran Dana Desa dalam Pengelolaan BUMDES 

ogogasang sendiri tidak terlepas dari bagaimana alur penyaluran Dana Desa yang 

                                                             
 

3
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun 

2017, Pasal 5 huruf c. 
 

4
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2017. 
 

5
Aryani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogogasang, Wawancara, 26 Oktober 2019 
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diperuntukan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada 

pengelolaan dan pengembanganya.  

 Selanjutnya Mekanisme penyaluran Dana Desa dalam pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa merupakan kunci berkembenganya BUMDES ogogasang yang 

mana Dana Desa menjadi salah satu pernyataan modal kepada BUMDES yang 

kemudian menjadi sumber dana untuk BUMDES ogogasang, namun hal ini tidak 

terlepas dari pengewasan pemerintah desa karena pemerintah desa disini menjadi 

pengamat, pengevalusi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDES agar 

BUMDES ogogasang berjalan dan bekembang sebagaimana mestinya. Adapun 

tahap-tahap penyaluran dana desa yang diperuntukan untuk pengelolaan 

BUMDES ogogasang sebagi berikut: 

1. Membuat proposal pengajuan Dana Desa. 

2. Setelah Dana Desa telah disalurkan pemerintah desa melakuakan 

musyawarah kepada pengurus inti BUMDES ogogasang. 

3. Kemudian pengurus inti menginformasikan kepada anggota yang 

lainnya bahwa dana permodalan untuk BUMDES telah tersedia di kas 

desa. 

4. Pengurus inti mengumpulkan anggota BUMDES untuk 

memusyawarakan hal yang apa saja yang harus dilakukan dalam 

mengelola BUMDES, 

 Di atas merupakan tahap mekanisme penyaluran Dana Desa dalam 

pengelolaan BUMDES ogogasang namun untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari 

Bagan Berikut: 
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Bagan 4.1  

Mekanisme Penyaluran Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

 

 

 

 

  

 

  

  

 Bagan di atas menunjunkan tahapan penyaluran Dana Desa dalam 

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  ogogasang. Dengan tahapan Penyaluran 

tersebut secara tidak langsung menimbulkan keterbukaan antara sesama pengurus 

BUMDES, dengan adanya keterbukaan tersebut diharapkan tidak ada 

penyimpangan yang terjadi. 

 

“Musyawarah antara sesama pengurus BUMDES yang dilakukan 

mencegah terjadinya kesalah pahaman yang akan muncul kedepannya dan 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan BUMDES, dengan 

menghindari masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dapat lebih 

memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDES  terlebih 

lagi BUMDES dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya”.
6
 

 

 BUMDES ogogasang sendiri Telah ada kurang lebih  3 Tahun Sejak 

Tahun 2017 Namun berjalanya pada awaal Tahun Tanggal 10 Januari 2018, 

karena pada Tahun 2017 belum ada yang berani untuk mengelolaBUMDES. 

 BUMDES ogogasang sendiri bergerak dibidang penjualan bahan pokok 

karena melihat naiknya harga sembako yang meresahkan masyarakat, degan 

                                                             
  

6
Rusdin L, Ketua Badan Usaha Usaha Milik Desa, Wawancara, 27 Oktober 2019 

Pembuatan Proposal 

Pengajuan  Dana Desa 

Musyawarah Antara 

Pemerintah Desa dan 

Pengurus Inti BUMDES 

Menginformasi  kepada 

pengurus BUMDES 

 

Musyawara Antara 

Anggota BUMDES 
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hadirnya BUMDES di ogogasang dapat meringankan belanja harian masyarakat 

ogogasang, karena harga sembako yang dijual di BUMDES ogogasang lebih 

murah dari pada harga yang ditawarkan kios-kios yang ada di ogogasang. 

 

 “Dengan adanya BUMDES ogogasang sangat membantu mengurangi 

 pengeluaran biaya kehidupan sehari-hari karena dapat dilhat harga bahan 

 yang semakin hari semakin mahal saja yang membuat masyarakat merasa 

 sangat terbebani dengan haga pokok tersebut.”
7
 

 

  Adapun Dana yang diterima dari kas desa yang diperuntukan untuk 

permodalan BUMDES sebanyak 22.769.000,00, dan kemudaian dana ini lah yang 

dikelola BUMDES dengan harapan dapat membantu mayarakat dala pemenuhhan 

kebutuhan pokok sehari-harinya.  

 

2. Struktur Organisasi  

 

Bagan 4.1.  

Struktur Organisasi BUMDES Ogogasang 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

                                                             
7
Ranti, Warga Ogogasang, wawancara, 27 oktober 2019. 
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Kepala Desa 

    BPD 

DIREKTUR 

Rudin L. 

SEKRETARIS 

Kape S. 

BENDAHARA 

Burhanuddin S. 

       MANAJER UNIT USAHA 

       Ariyani 
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 Dengan adanya keterbukaan seperti yang dikatakan pak Rusdin  L maka 

tidak ada lagi hal yang perlu ditakutkan apa bila terjadi penyimpangan dalam 

pengelolaan BUMDES ogogasang. 

 Penyaluran dana desa sendiri yang diperuntukan untuk BUMDES 

ogogasang merupakan hal yang paling membantu dalam pelaksanaan 

pngembangan BUMDES ogogasang, dalam hal ini ibu ariayani mengatakan 

bahwa: 

 

 “dengan adanya pernyataan modal BUMDES dalam dana  desa yang 

dianggarkan setiap tahun sangat membantu dalam pengelolaan BUMDES 

ogogasang karena dengan adanya modal tersebut pengelola BUMDES 

lebih mudah untuk membeli bahan pokok untuk BUMDES”.
8
 

 

 Pernayataan modal BUMDES dalam Dana Desa merupakan hal yang 

sangat  dalam pengembangan BUMDES karen dengan adanya modal tersebut 

modal tersebut anggota BUMDES tidak perlu repot-repot lagi mencari dana dari 

masyarakat. 

 Penyaluran Dana Desa sendiri merupakan bagian yang paling penting bagi 

pembangunan dan perekonomian ogogasang karena dengan adanya dana desa 

dapat membantu masyarakat dalam melakukan aktivastas misalnya seperti 

pembangunan jalan produksi yang lebih mempermudah masyarakat untuk menuju 

tempat kerja atau kebun mereka, dan bagian perekomian sendiri seperti 

permodalan BUMDES sangat membantu bukan hanya untuk pengurus BUMDES 

akan tetapi untuk seluruh masyarakat desa ogogasang.  

 BUMDES ogogasang sendiri telah beroprasi pada awal Januari 2018 pada 

saat itu pengelolaan dan perekembangan BUMDES ogogasang sangat baik dan 
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Aryani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogogasang, Wawancara, Kilo 4, 26 Oktober 
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mendapat keuntungan dalam seminggu sebanyak 4 sampai 5 juta, wawancara 

dengan ibu ariyani beliau mengatakan: 

 

“pada awal januari perkembangan dan pengelolaan BUMDES sangat baik 

karena pada saat itu BUMDES ogogasang mendapat kentungan yang 

begitu banyak dan keuntungan tersebut kemudian disimpan dalam kas 

harian BUMDES dan sebagiannya lagi di bagi kepada anggota BUMDES 

lainnya.”
9
 

 

 Awal Januari merupakan hal yang sanga baik untuk BUMDES ogogasang 

karena manfaat yang didapatkan dari keuntungan yang diperoleh BUMDES 

ogogasang sangat membantu dalam pengembengan BUMDES,  namun pada 

pertengaahan Tahun 2018 BUMDES ogogasang mngalami masalah yang mana 

berkurangnya pemasukan BUMDES ogogasng yang megakibatkan bahan pokok 

yang dijual di BUMDES menjadi karda luarsa dan tidakk layak lagi untuk dijual 

kepada masyarakat. Melalui wawancara dengan ibu Ariyai beliau mengatakan: 

 

“terjadinya kemandetan BUMDES ogogasang karena tidak  adanya kerja 

sama antara pngurus BUMDES dan terkadang masyarakat yang 

mengambil barang di BUMDES banyak yang berhutang dan sebagian 

mereka hanya mengambil barang akan tetapi mereka tidak membayarnya 

dan pada sat itu masyarakat yang berbelanja di BUMDES berkurang.”
10

 

 

 Masalah ini terus berlanjut samapi sekarang dan mebuat BUMDES 

ogogasang tidak berjalan dengan baik padahal Dana Desa yang diperuntukan 

untuk permodalan BUMDES selalu dianggrakan setiap Tahunnya. 
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Aryani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogogasang, Wawancara, Kilo 4, 26 Oktober 

2019 
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Aryani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogogasang, Wawancara, Kilo 4, 26 
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  Pernyataan ibu Ariyani sangat bertolak belakang dengan apa yang yang di 

sampaika oleh pak Rudin L.  Dari sini dapat dilihat bahwasanya memang tidak 

adanya kerja sama yang baik antara sesama pengurus BUMDES. 

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa di Desa 

Ogogasang  

 Tinjauan ekonomi Islam terhadap penyaluran Dana Desa di desa 

ogogasang tidak terlepas dari prinsip ekonomi Islam yang berfungsi sebagai 

pedoman dasar bagi setiap individu bagaiamana dalam berperilaku ekonomi. 

Namun agar manusia bisa menuju kesejahteran dunia dan akhirat. Perilaku 

manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi islam Dan juga tujuan 

dari penyaluran Dana desa sendiri yaitu tidak menimbulkan kesenjangan sosial 

yang mana tidak terjadinya kesenjangan sosial merupakan salah satu bagian dari 

prinsip Islam, adapun beberapa prinsip islam yang berhubungan dengen 

penyaluran Dana Desa sebagai berikut: 

1. Kerja Sama  

 Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak 

bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga 

memiliki beberapa tujuannya yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam 

mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara 

sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling 

ketergantungan dan tolong menolong antar sesama manusia. Kerjasama 

adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di 

dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan 

menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara 

harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha 

atau mewujudkan kesejahteraan. 
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 kerja sama dalam prinsip ekonomi Islam menjadi salah satu acuan dalam 

pengembangan BUMDES ogogasang, namun masalah yang terjadi di BUMDES 

ogogasang tidak sesuai dengan dengan Prinsip kerja sama ini,dikarenanakan tidak 

adanya kerja sama yang baik antara sesama pengurus BUMDES. 

1. Prinsip Keadilan 

 Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Salah 

satunya ialah Penegakan keadilan yang mana penegakan keadilan ini sangat 

ditekankan oleh Al-Qur’an sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. 

Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari moral Islam. 

 Prinsip keadilan merupakan bagian yang paling penting terhadap 

penyaluran Dana Desa  dalam pengembangan atau pengelolaan BUMDES prinsip 

keadilan ini di terapkan agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan Dana 

Desa Maupun BUMDES tutur. Ibu Ariyani selaku pengelola BUMDES: 

 

“walaupun antara pengurus BUMDES tidak menjalin kerjasa sama yang 

baik mereka tetap mendapat hak yang sama apa bila BUMDES 

mendapatkan keuntungangan yang lebih”
11

 

 

  Prinsip keadilan ini memang sudah diterapka dalam BUMDES ogogasang 

dengan membagi keuntungan BUMDES dengan rata baik yang tidak mengelola 

ataupun tidak mengelola karena sesuai dengan kesepakatan awal. 

2. Mencegah Kesenjangan Sosial 

 Mencegah kesenjangan sosial Merupakan bagian terpenting dari ekonomi 

Islam dengan cara menunaikan zakat atau memberikan sebagaian harta yang kita 
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Ariyani, Pengelola Badan Usaha Milik Desa Ogogasangng, Wawancara, 26 Oktober 

2019. 
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miliki kepada yang lebih membutuhkan seperti yang telah kita ketahui bahwa 

dalam harta kita terdapat bagian orang lain didalamnya. 

 Firman Allah swt Qur’an Surah An-Nur (24):56 

 

                           

 

Terjemahnya 

          “Dan dirikanlah sholat,tunaikan zakat, dan taatlah kamu kepada 

 Rasul supaya kamu di beri rahmat”.
12

 

 Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada 

orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal 

ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan 

lingkungan. 

 Dalam hal kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang ada 

disetiap lapisan masyarakat, dan untuk mengatasi terjadinya kesenjangan sosial 

pemerintah desa ogogasang melakukan pemerataan penyaluran Dana Desa untuk 

setiap bidang pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakt 

desa.Pernyataan Sadir selaku sekertaris desa ogogasang: 

 

 “salah satu pencegahan agar tidak terjadi kesenjangan sosial dengan 

 mengoptimalkan penyaluran Desa untuk Bidang pembangunan desa dan 

 bidang pemberdayaan masyarakat”
13

 

 

                                                             

 
12

Kementrian Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid, (Kiara 

Condong Bandung:PT  Sigma Examedia Arkanleema). 

13
Sadir, Sekertaris Desa Ogogasang, Wawancara, Ogogasang,25 Oktober 2019.  
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 Mencegah kesenjangan sosial sendiri adalah keutamaan dalam penyaluran 

dana desa yang mana dengan adanya Dana Desa di harapkan dapat meratakan 

pembangunan di desa dan dapat meningkatkan perekonomian di desa. 

3. Membuat Catatan Transaksi Dengan Jelas  

 Membuat catatan transaksi dengan jelas  merupakan salah satu prinsip 

ekonomi Islam yang mengajarkan kita artinya bertanggung jawab dan 

mengutamakan kejujuran dalam bertaransaksi.  

Firman Allah swt Qur’an Surah Al-Isra (17):35. 

 

                               

 

Terjemahnya 

 “Dan Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

 dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

 baik akibatnya.” 
14

 

 Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan 

secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli 

maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama 

lain, misalnya menipu atau membohongi.  

 Melakukan pencatatan atau membuat catatan transaksi dengan jelas 

menjadi hal yang terpenting agar tidak terjadi keselahan atau penyimpangan 

dalam pembuatan dokumen pertanggung jawaban Dana Desa. penuturan Sadir 

selaku skertaris desa ogogasang.” 

 

                                                             

 
14

Kementrian Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid, (Kiara 

Condong Bandung:PT  Sigma Examedia Arkanleema). 
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 “pencatatan transaksi penyaluran Dana Desa dilakukan dengan jelas 

dengan adanya pengambilan dokumentasi pada setiap pembuatana 

rancangan penyaluran Dana Desa dan agar lebih mudah untuk 

mempertanggug jawabkan nya”
15

 

 

 

 Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan hal yang paling utama 

di lakukan dalam penyaluran Dana Desa karena menandakan bahwa setiap 

pemerintah yang terlibat dalam pembuat transaksi dalam penyaluran Dana Desa 

merupakan orang yang jujur dan amanah karena pada dasarnya mereka sadar 

bahwa pertanggung jawaban itu bukan hanya di depan manusia tapi nanti akan 

dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. 

4. Kesejahtraan Individu dan Masyarakat 

 Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam 

syariah. Masyarakat akan menadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap 

individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. 

Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu 

eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan 

guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor 

ekonoi itu sendiri. 

 Jadi, kesejahtraan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam 

menjalankan roda pemerintahan desa degan mensejahtrakan masyarakat maka 

pemerintah desa dinilai telah melakukan pekerjaanya dengan baik. Pengungkapan 

Kadri S Buri selaku kepala desa ogogasang: 

 

                                                             
15

Sadir, Sekertaris Desa Ogogasang, Wawancara, ogogasang,25 Oktober 2019  
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 “dalam mewujudakan kesejahteraan masyarakat desa ogogasang hal yang 

 dilakukan memberikan  bukti nyata kepada masyarakat seperti 

 terealisasikan dengan baik pembangunan desa” 
16

 

   

 Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah cara pemerintah 

membuat dan merealisasikan dengan baik pembangunan desa yang bertujuan 

untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas dan juga membuktikan 

bahwa mereka amanah dalam menjalankan pemerintahannya.   

 

  

 

 

   

  

                                                             
16

Kadri S Buri, Kepala Desa Ogogasang, Wawancara, 25 Oktober 2019 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang Mekanisme Penyaluran 

Dana Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ogosang dan 

menganalisis Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran Dana Desa Di Desa 

Ogogasang maka penulis dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan 

masalah yang ada. 

1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha 

Milik Desa adalah  sistem penggaran Dana Desa yang salah satu 

peruntukanya yaitu memberi modal  kepada BUMDES ogogasang dan di 

awasi oleh Pemerintah desa yang mana Pemertintah desa disini berperan 

sebagai pengevaluawasi, dan pengawas terhadap pengelolaan BUMDES. 

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyaluran Dana Desa belum sesuai di 

karenakan belum tereliasasikan dengan baik sistem Ekonomi Islam yang ada 

di desa ogogasang. walaupun ada beberapa prinsip Ekonomi Islam yag 

sudah sesuai seperti keadilan penyaluran Dana Desa, pencatatan transaksi 

dengan dengan jelas, dan mencegah kesenjangan sosial sudah terpenuhi. 

Akan tetapi pada saat Dana Desa telah disalurkan kepada BUMDES 

ogoggasang BUMDES tersebut tidak berjalan dengan baik Karena tidak 

adanya kerja sama yang baik antara pengurus BUMDES ogogasang, 

sehingga ini tidak sesauia dengan prinsip Kerja sama yang ada dalam 

prinsip Ekonomi Islam. 
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A. Saran 

Berbagai masalah dalam bidang penyaluran Dana Desa Dalam  

pengembangan Badan Usaha Usaha Milik Desa ogogasang dengan nama lain 

BUMDES salah satunya BUMDES ogogasang tidak berjalan dengan semestinya 

dikarenakan tidak adanya kerja sama yang baik antara pengelola dan anggota 

BUMDES. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan lebih 

memperparah pengembangan BUMDES maka penulis memberi saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk pemerintah desa ogogasang yang dimana sebagai pengevaluasi, 

pengamat, dan pengawas terhadap pengembangan BUMDES harusnya lebih 

memperhatikan kinerja BUMDES karena BUMDES sendiri merupakan 

sistem ekonomi yang ada didesa yang dapat membantu masalah 

perekonomian yang terjadi di desa. 

2. Diharapkan untuk kedepannya para Sarjana Ekonomi Islam dan pihak-

pihak yang mendalami Ekonomi Islam untuk bisa memberikan sumbangan 

pikiran dan membagikan ilmu agar pelaksanaan penyaluran Dana Desa  

sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.    
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